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BUPATI POSO
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI POSO
NOMOR l u  TAHUN 2020

TENTANG

Op-  u S
T K A N  DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN

EKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam
menirnbang N e g e r i  Nomor 56  Tahun  2019 tentang Pedoman Nomenkla tur

dan U n i t  K e r j a  S e k r e t a r i a t  D a e r a h  P r o v i n s i  d a n
Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri  Dalam Negeri Nomor 134
Tahun 2018  tentang Kedudukan, Ta t a  Hubungan Ker ja  D a n
Standar Kompetensi S ta f  Ahl i  Kepala Daerah, d a n  Peraturan
Menteri Da lam Negeri Republ ik  Indonesia Nomor  1 0 4  Ta h u n
2016 t e n t a n g  P e d o m a n  N o m e n k l a t u r  S e k r e t a r i a t  D e w a n
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota,  maka
kedudukan d a n  s u s u n a n  organisai  Sekretar ia t  D a e r a h  d a n
Sekretariat D e w a n  P e r w a k i l a n  D a e r a h  K a b u p a t e n  p e r l u
disesuaikan;

b. b a h w a  berdasarkan  per t imbangan  sebaga imana  d i m a k s u d
dalam h u r u f  a,  p e r l u  menetapkan Pera turan B u p a t i  t e n t a n g
Kedudukan d a n  Susunan  Organisasi Sekretar ia t  Daerah  c lan,
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Mengingat :  1 .  Undang-Undang Nomor 29 Ta h u n  1959 ten tang Pembentuka
Daerah Tingkat I I  d i  Sulawesi (Lembaran Negara Republ i
Indonesia Tahun 1958 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republ ik Indonesia Ta h u n  2 0 1 4
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587)  sebagaimana t e l a h  d i u b a h  t e r a k h i r  dengan
Undang-Undang Nomor 9  Ta h u n  2 0 1 5  ten tang  Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23  Ta h u n  2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republ ik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemer in tah  N o m o r  1 8  Ta h u n  2 0 1 6  t e n t a n g
Perangkat D a e r a h  (Lembaran Negara  R e p u b l i k  I n d o n e s i a
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia NOmor 5887);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentanga
Pedoma Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsiungsi danpenDerahu n a n g
Kabupaten/ Kota Y a n g  M e l a k s a n
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merietaPkan

Penyelenggaraan U r u s a n  Pemerintahan  Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197); (Berita N e g

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134  Tahun 2018
tentang Kedudukan, Ta t a  Hubungan Kerja d a n  Standar
Kompetensi Staf Ahli Kepala Daerah (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2018 Nomor 162);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104  Tahun 2016
tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara

R e p u b l i k  Indonesia Tahun 2016 N o m o r  7. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentan7Pelb19en1t0u);kan

dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Poso Tahun 2016 Nomor 13,  Tambahan Lemabaran Daerah
Kabupaten Poso Nomor 7111);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN
ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH D A N  SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Poso.
2. Pemerintah D a e r a h  a d a l a h  B u p a t i  s e b a g a i  u n s u r

penyelenggaraan Pemerintahan D a e r a h  y a n g  memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangna
daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Poso.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Poso.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Poso. •
6. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya

disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Poso.

7. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Poso.
8. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Poso.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk kedudukan dan susunan
organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD.

BAB III
KEDUDUKAN

Pasal 3

u l l(1) Sekretaris Daerah merupakan Perangkat Daerah sebagai uns
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staf yang menyelenggarkan fungsi Penunjang tugas Bupati.
ayat (1 )  Sekretanat D(2) Dalam menYelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada

aerah berkedudukan dibawah d a nbertanggungjawab kepada Bupati.

Pasal 4

(1) Sekretariat D P R D  merupakan Perangkat Daerah  y a n g
menyelenggarakan fungsi penunjang tugas dan fungsi DPRD.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas d a n  fungsi  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) Sekretariat DPRD berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada  Pimpinan DPRD d a n  secara
administrasi bertanggungjawab kepada  B u p a t i  m e l a l u i
Sekretaris Daerah.

Pasal 5

(1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Staf Ahli.
(2) Staf Ahli berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan

diberhentikan oleh Bupati yang memenuhi persyaratan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Persyaratan sebagaimana d i m a k s u d  a y a t  ( 2 )  y a i t u
memperhatikan pengalaman dan pengayaan dalam jabatan,
jenjang p a n g k a t  d a n  golongan, kecakapan, kapasi tas,
kompetensi serta keahlian di bidang tertentu.

(4) Staf Ahl i  berkedudukan berada d i  bawah dan bertanggung
jawab kepada  Kepala Daerah d a n  secara administrat i f
dikoordinasikan oleh sekretaris daerah.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Sekretariat Daerah

Pasal 6

(1) Sekretariat Daerah merupakan perangkat Daerah Tipe A.
(2) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri atas :

a. Sekretaris Daerah;
b. Asisten Pemer in tahan  d a n  Kesejahteraan R a k y a t ,

membawahi :
1. Bagian Tata Pemerintahan membawahi:

a) Sub B a g i a n  Admin is t ras i  Pemerintahan d a n
Kerjasama;

b) Sub Bagian Administrasi Kewilayahan, dan
c) Sub Bagian Otonomi Daerah.

2. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahi :
a) Sub Bagian Bina Mental Spiritual;
b) Sub Bagian Kesejahteraan Sosial; dan
c) Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat.

3. Bagian Hukum, membawahi :
a) Sub Bagian Perundang-Undangan;
b) Sub Bagian Bantuan Hukum; dan - - -
c) Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi.
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c. Asisten Perekonomian daninPeernmbbangunan,Bmwempb;awahi;1. Bagian Perekonomian
a) Sub Bagian Pembina BUMD danawahi :

b) Sub B a g i a n  Pengendal ian d a n  D i s t r i b u s iPerekonomian; dan
c) Sub Bagian Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi

Mikro Kecil.
2. Bagian Administrasi Pembangunan, membawahi

a) Sub Bagian Penyusunan Program;
b) Sub Bagian Pengendalian Program; dan
c) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.

3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, membawahi :
a) Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
b) Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara

Elektronik; dan
c) Sub Bagian Pembinaan dan  Advokasi Pengadaan

Barang dan Jasa.
4. Bagian Sumber Daya Alam, membawahi :

a) Sub Bagian Sumber Daya A lam Pertanian d a n
Perikanan;

2. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, membawahi :
a) Sub Bagian Protokol;
b) Sub Bagian Komunikasi Pimpinan; dan
c) Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan.

3. Bagian Umum, Perencanaan dan Keuangan, membawah:

b) Sub Bagian Lingkungan Hidup; dan
c) Sub Bagian Sumber Daya Alam Energi dan Air.

d. Asisten Administrasi Umum, membawahi :
1. Bagian Organisasi membawahi;

a) Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
b) Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana; dan
c) Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi.

a) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Kepegawaian;
b) Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan; dan
c) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

e. Staf Ahli terdiri atas :
1. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan, Keuangan dan

Sumber Daya Alarn,
2. SW' Ahl i  Bidang Pemerintahan, Kemasyarakatan dan

Sumber Daya Manusia; dan
3. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik.

f. Kelompok Jabatan Fungsional.
(3) Bagan Susunan  Organisasi Sekretariat Daerah d i u b a h

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Bupati mi.

Bagian Kedua
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 7

(1) Sekretariat DPRD merupakan Perangkat Daerah Tipe B.
(2) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD, terdiri dari :

a. Selu-etaris DPRD;
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b. Bagian Umum dan Keuangan, membawahi:
1. Sub Bagian Program dan Keuangan;
2. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian; dan
3. Sub Bagian Rumah Tangga.

c. Bagian P e r s i d a n g a n  d a n
membawahi Perundang-Undangan,

1. Sub Bagian Kajian Perundang-Undangan;
2. Sub Bagian Persidangan dan Risalah; dan
3. Sub Bagian Humas, Protokoler dan PubIikasi;

d. Bagian F a s i l i t a s i  Pcnganggaran d a n  Pengawasan,
membawahi :
1. Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran;
2. Sub Bagian Fasilitasi Pengawasan; dan
3. Sub Bagian Kerjasama dan Aspirasi.

e. Kelompok Jabatan Fungsional.
(3) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana

tercantum da lam Lampiran yang  merupakan bagian t i d a k
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
ESELONISASI JABATAN

Pasal 8

(1) Sekretaris Daerah merupakan Jabatan Struktural eselon I I .a
atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

(2) Sekretaris DPRD, Asisten dan  Staf  Ah l i  Bupat i  merupakan
Jabatan Struktural eselon II.b atau Jabatan Pimpinan Tinggi
Pratama.

(3) Kepala Bagian merupakan Jabatan Struktural eselon III.a atau
Jabatan Administrator.

(4) Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Struktural eselon IV.a
atau Jabatan Pengawas.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati  In i  mulai  berlaku, pejabat yang ada
tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sesuai
dengan P e r a t u r a n  B u p a t i  Nomor  3 7  Ta h u n  2 0 1 6  t en tang
Kedudukan d a n  Susunan  Organisasi Sekretariat Daerah d a n
Sekretariat Dewan Perwaki lan Rakyat  Daerah (Ber i ta  Daerah
Kabupaten Poso Ta h u n  2 0 1 6  Nomor  3 7 )  sebagaimana t e l a h
diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2018
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun
2016 tentang Kedudukan d a n  Susunan Organisasi Sekretariat
Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita
Daerah Kabupaten Poso Tahun 2018 Nomor 48), sampai dengari
dtlantiknya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.
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BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupat i  in i  berlaku, Peraturan Bupati Nomor
37 Ta h u n  2 0 1 6  ten tang  Kedudukan d a n  Susunan Organisasi
Sekretariat Daerah d a n  Sekretar iat  Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Berita Daerah Kabupaten Poso Tahun 2016 Nomor 37)
sebagaimana t e l a h  d i u b a h  te rakh i r  dengan Peraturan B u p a t i
Nomor 48 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Bupati Nomor 37 Ta h u n  2016 tentang Kedudukan dan Susunan
Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah  (Ber i ta  Daerah  Kabupaten Poso Ta h u n  2 0 1 8
Nomor 48), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati  in i  dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Poso.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 2/..1 3 ( n t

Diundangkan di Poso
pada tanggal 2A ,LAA0 2-02-0

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO,

YIN EDWARD GULUDA

IIERITA DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 2020 NOMOR t / 1

)_020

BUPATI POSO,

ttd

DARMIN AGUSTINUS SIGILIPU
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N o m  or
Ta n g g a l

Te n  t a n g

L a m n a - a n  I I  r e r a n . .  r a n  a u  pa t .  P o . °
1 4  r c d i & n  ' 0 2 0eZq cluu

K e r f u r l u k a n  d a n  S u s u n a n  O r g a n t s a s t  S e k r e t a r i a t  D a e r a h  d a r t  S e k r e t a r i a t  D a e r a h  d a r t  S e k r e t a r i a t

S e k r e t a r i a t  D e w a n  P e r w a k i l a n  R a k y a t  D a c r a h

S U S U N A N  O R G A N I S A S I
S E K R E T A R I A T  D E W A N  P E R W A K I L A N  R A K Y A T  D A E R A H  K A B U P A T E N  P O S O

I

..._1 S U B  BAGIAN TATA USAHA
DAN KEPEGAWAIAN

SUB BAGIAN RUMAH
TANGGA

BAGIAN PERSIDANGAN DAN
PERUNDANG-UNDANGAN

BAGIAN FASILITASI
PENGANGOARAN DAN

PENGAWASAN

SUB BAGIAN KAMAN S U B  BAGIAN FASILITASI
PERUNDANG-UNDANGAN I  P E N G A N G G A R A N

___1 S U B  BAGIAN PERSIDANGAN
DAN RISALAII

SUB BAGIAN FASILITASI
PENGAWASAN

_ _ _ 1 S U B  FIAGIAN H U M A S  I  S U B  BAGIAN KERJASAMA DAN
PROTOKOLER DAN P H B L K A S I  A S P S R A S I

BUPATI POSO,

ttd

DARMIN AGUSTINUS SIGILIPU
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